BAB 1V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dengan menganalisis temuan

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama terkait keabsahan dan

kompatibilitas kebijakan penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

. Ketiadaan dasar hukum untuk dapat menerapkan konsep keadilan restoratif dalam
proses penegakan hukum di Indonesia, mendorong lembaga-lembaga penegak hukum
untuk mencari dasar hukum yang tersedia di berbagai peraturan perundang-undangan.
Hal ini menyebabkan ketidakseragaman dasar hukum yang digunakan, dan berimplikasi
proses koordinasi antar aparat penegak hukum yang tidak terpadu dalam suatu
rangkaian sistem peradilan pidana.

. Keadilan restoratif dapat diberlakukan pada jenis kejahatan tanpa korban, yang
termasuk dalam kategori “sebagian restoratif’. Akan tetapi penerapan keadilan
restoratif bagi kejahatan tanpa korban mungkin terlalu intensif dan tidak berguna,
sehingga lebih menguntungkan untuk digunakan pendekatan lain.

. Mekanisme yang dibentuk oleh lembaga-lembaga penegak hukum perlu mekanisme
kontrol dan kewenangan pengujian yang jelas, terutama terhadap mekanisme

penghentian perkara.

Kemudian, berdasarkan analisis temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian

kedua terkait perspektif negara hukum dalam fenomena pembentukan peraturan internal
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lembaga penegak hukum yang menerapkan konsep keadilan restoratif, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Agenda RPJMN 2020-2024 untuk menerapkan konsep keadilan restoratif diberlakukan
terlalu luas, sehingga kewenangan tidak tersentralisasi dan memungkinkan terjadinya

benturan kewenangan.

2. Terdapat pergeseran tujuan penerapan keadilan restoratif dari agenda RPJMN 2020-
2024, dari yang seharusnya mengutamakan pemulihan korban dan keadaan, menjadi
tujuan penguatan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum, yang salah
satunya karena tidak ada dasar hukum yang jelas sebagai pedoman penerapan konsep

keadilan restoratif dalam perbaikan sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Perubahan undang-undang tidak dapat dilakukan secara bebas melalui tindakan apapun
yang dilakukan dengan atau atas nama hukum. Hal ini menunjukkan kepatuhan lembaga
penegak hukum terhadap hukum yang berlaku dan kepentingan yang ingin dicapai

masing-masing lembaga.

4.2, Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, ketiadaan dasar hukum yang jelas dalam norma umum
terkait penerapan keadilan restoratif berimplikasi pada keterpaduan sistem peradilan pidana
Indonesia. Adapun saran yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:
1. Mendorong revisi KUHAP untuk memberikan dasar hukum bagi penerapan keadilan
restoratif, atau perlu adanya sinergi antar lembaga untuk menyusun norma umum yang

dapat digunakan sebagai dasar penerapan keadilan restoratif secara menyeluruh.
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2. Membentuk kriteria penerapan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan
kerugian dan pemenuhan kebutuhan korban dengan membebankan tanggung jawab
pada pelaku untuk melaksanakan kewajiban pemulihan.

3. Menerapkan keadilan restoratif digunakan sebagai bagian dari proses peradilan pidana
dengan tujuan memulihkan keseimbangan hubungan dan keadaan, dan tidak
menggunakan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara.

4. Mengatur mekanisme kontrol terhadap pembentukan mekanisme penyelesaian perkara
berdasarkan keadilan restoratif melalui lembaga praperadilan, atau melalui koordinasi
antar aparat penegak hukum dengan melibatkan lembaga yang berwenang untuk

berkoordinasi dalam proses penyelesaian perkara.
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